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PENDUDUK & TENAGA KERJA DI JAWA TIMUR

URAIAN

Penduduk
proyeksi BPS)

(data

2009
Agustus

37.236.149

2010
Agustus

37.476.757

2011
Agustus

37.781.599

2012
Agustus

38.052.950

38.052.950

Penduduk Usia Kerja

29.371.132

28.268.825

28.440.153

28.586.928

Angkatan Kerja :

20.338.568

19.527.051

19.761.886

19.901.558

20.095.752

Bekerja

19.305.056

18.698.108

18.940.340

19.081.995

19.291.374

Penganggur

1.033.512

828.943

821.546

819.563

804.378

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)

5,08%

4,25%

4,16%

4,12%

4.00%

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)

Sumber : BPS Prov. Jatim

PERBANDINGAN
CAPAIAN TPT JAWA
TIMUR DENGAN
NASIONAL
TAHUN 2009-2012

69,25%

Target TPT dalam RPJMD
Thn 2009 = 6,20-6,40%, Thn 2010 = 6,00-6,20%, Thn 2011 = 5,80-6,00%, Thn 2012 = 5,60-5,80%

69,08%

69,49%

69,62%

70.12%

Target TPT
Th 2013-2014
4%-3.5%




KISI-KIS| PEMBAHASAN

Pandangan Pemerintah Terhadap Profesi
Pembantu Rumah Tangga (PRT)

Permasalahan, Tantangan dan Hambatan

Upaya Pemerintah dalam Peningkatan
Ketrampilan dan Kualitas Hidup serta
Perlindungan Hukum PRT




Permasalahan Umum
Ketenagakerjaan di Jawa Timur

Pengangguran terutama penganggur usia muda

Setiap tahun perubahan jumlah angkatan kerja baru jauh
lebih besar dibanding pertumbuhan lapangan kerja
produktif yang ada (Supply > Demand)

Investasi baru banyak dipengaruhi berbagai alasan
Politlkk, Ekonomi & Keamanan (kondisi pertumbuhan
ekonomi dan pasar global)

Ketidakseimbangan antara kualitas/kompetensi tenaga
kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang
dibutuhkan.

Hubungan industrial yang belum kondusif, pengawasan
dan tingkat kesejahteraan pekerja yang belum optimal.




STRATEGI PEMBANGUNAN (RPJMD) 2009-2014

1. PRO GROWTH PERLUASAN

2. PRO POOR LAPANGAN KERJA
3. PRO JOB

4. PRO ENVIRONMENT

Melalui Program-program :

> Terwujudnya perluasan dan penempatan kerja disektor
formal dan informal balk di dalam maupun ke luar
negeri

Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja

Terwujudnya flesibilitas pasar kerja dan kondisi
hubungan industrial yang harmonis dan kondusif




Pandangan Umum Terhadap Profesi Pembantu
Rumah Tangga (PRT)

Latar Belakang :

Sistem statifikasi dalam masyarakat, yaitu adanya si
kaya dan si miskin, migrasi dari desa ke kota.

Sistem hubungan tradisional-patront client dan budaya
(abdi-batur-rewang —tolong menolong, kerabat dll)

Berkembang mendapat imbalan (sistem upah) namun
tidak besar karena masuk wilayah pekerjaan domestik,
serta minim (belum ada) aturan formal untuk
perlindungan.

Belum masuknya perlindungan PRT ke dalam aturan
ketenagakerjaan (hubungan industrial)




Pandangan Bidang Ketenagakerjaan Terhadap Profesi
Pembantu Rumah Tangga(PRT)

1.Sebagai katup pengaman penganggur dan setengah penganggur dari desa/ non
terampil/PHK.

2. Termasuk kegiatan informal, usaha berskala usaha kecil, modal terbatas dan
menggunakan tenaga kerja keluarga tidak berupah. (termasuk : pembantu rumah
tangga,pedagang kecil, warung, jasa konveksi dll)

3.Data keberadaan sektor informal belum terinvetarisir dengan baik (data statistik
tidak lengkap) dan masuk wilayah domestik.

4. Sifat pekerjaan umumnya tidak memerlukan pendidikan formal tinggi, tidak terikat
jam kerja, tidak terstrutur, bisa dilakukan dirumah tinggal & tidak ada hubungan
kerja secara formal.

5.Stereotipe perempuan pada jenis pekerjaan jasa, pelayanan dan perawatan
(termasuk PRT)

6.Kurang mengenali dan memahami keselamatan, kekuatan, kelemahan, tidak
berani mengutarakan pendapat dan berketrampilan rendah serta tidak jelas
batasan pekerjaan dan waktu kerjanya.

7.Program jaminan sosial masih terbatas pada pekerjaan formal, pekerjaan informal
selain sulit mekanisme mengelolaan juga belum terjangkau (misal :iuran jamsostek

dan perda tidak efektif)
8. Legeslatif (DPR) belum meratiikasi Konvensi ILO No0.189 tahun 2011 tentang Kerja
Layak Pekerja Rumah Tangga




ATURAN UNTUK PERLINDUNGAN SEKTOR
KETENAGAKERJAAN (UU 13/2003)

Tujuan dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan *“ :

Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja
secara optimal dan manusiawi,

Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan
penyediaan tenaga kerja yang sesual dengan
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,

Memberi perlindungan dasar kepada pekerja dari suatu
resiko, Dberbentuk perlindungan yang mencakup
keselamatan dan kesehatan balk mental maupun fisik
tenaga kerja dan

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
keluarganya.




ASPEK NORMATIF PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI TKI
(DOMESTIC WORKER) UU 39 TAHUN 2004

Kesepakatan yang memuat batasan gaji TKI, mekanisme
pembayaran melalui perbankan, libur 1 hari dalam seminggu
serta TKI berhak memegang pasport dan lain-lain.

“Perjanjian kerja ini harus di-endorse (disetujui dan disahkan)
oleh perwakilan (kedutaan) masing-masing negara untuk
memastikan TKI dan pengguna/majikannya mendapatkan hak
dan kewajiban sesuai peraturan sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan

PPTKIS maupun agensi yang menempatkan TKI ke Luar Negeri
dan membuat surat perjanjian kesanggupan untuk memenuhi
kewajibannya terhadap cost structure dan kewajiban lainnya

Calon TKI PLRT telah memenuhi persyaratan dan dokumen, dan
tertadftar dalam sistem informasi TKLN (SISKO TKLN) yang juga
bisa diakses Kedutaan Besar /Konjen ke dua negara




Permasalahan dan Hambatan

Sistem hubungan tradisional-patront client dan budaya (abdi-batur-
rewang —tolong menolong, kerabat dll)

Termasuk kegiatan informal, usaha berskala usaha kecil, modal
terbatas dan menggunakan tenaga kerja keluarga tidak berupah.
(termasuk : pembantu rumah tangga,pedagang kecil, warung, jasa
konveksi dll)

Kurang mengenali dan memahami keselamatan, kekuatan,
kelemahan, tidak berani mengutarakan pendapat dan berketrampilan
rendah serta tidak jelas batasan pekerjaan dan waktu kerjanya.

Tantangan

Masuk dalam unsur hubungan kerja : ada majikan, perintah kerja dan upah
Diakui sebagai profesi, apabila memiliki kompetensi dan keahlian (sertifikat)
Adanya Konvensi ILO No0.189 tahun 2011 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah
Tangga




Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Kinerja
dan Kualitas Hidup serta Perlindungan PRT

1. Peningkatan kinerja PRT melalur;

Pendidikan/ ketrampilan Tepat Guna meliputi peningkatan
pemanfaatan potensi SDA dan produktivitas termasuk
Motivasi Prestasi (sikap mental, kultural, disiplin waktu,
etos kerja dll.)

. Peningkatan Kualitas PRT melalui :

Pendidikan, pelatihan ketrampilan Kkhusus (ke arah
pekerja penata l|laksana rumah tangga- mengacu
kurikulum  TKI), perlindungan sosial dan fisik,
pemberdayaan kearah kemandirian (pekerja rumah tangga
menjadi pekerja formal), efektivitas pelaksanaan perda
serta mendukung upaya-upaya penyuluhan/mediasi oleh
lembaga swadaya atau stakeholder lainnya.

. Ke depan peran pemerintah selain mengemban fungsi
fasilitasi, regulasi, advokasi juga empowerment
(pemberdayaan) bersama Dinas Sosial, Bapemas, Diknas,
Agama dan lain-lain.




KURIKULUM PELATIHAN PENATA LAKSANA RUMAH
TANGGA (PLRT)

Mata Latihan
KELOMPOK INTI

Jam Latihan
PB KP

Keterangan

Pembersihan dan penataan ruangan

6 11

PB=
pengetahuan

Penggunaan dan perawatan perlengkapan
dapur,makan&minum

6 12

KP=ketrampilan

Pencucian, penyetrikaan dan perawatan
pakaian

Pinyimpangan bahan masakan dan
penghidangan&minuman

Pengasuhan dan perawatan pra sekolah

Menu masakan dan minuman

Pengasuhan dan perawatan bayi

Pengggunaan dan etika bertelepon

Pengenalan alat-alat elektronik

Keselamatan kerja umum

Jumlah

KELOMPOK PENUNJANG
Bahasa sesuai dengan tujuan negara

JUMLAH A+B

TOTAL=408




Ill. Perlindungan Hukum bagi Pekerja,
TK Perempuan dan Anak (UU ketenagakerjaan)

. Undang-undang No 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, pasal Pelatihan,
Penempatan,Hubungan Kerja dan Perlindungan.

. Undang-undang No.3 tahun 1992 mengenai Jamsostek : “setiap tenaga kerja laki-laki dan
perempuan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja berhak mendapat jaminan sosial “

. Undang-undang No.20 tahun 1999 rativikasi ILO No0.138 tentang batasan usia kerja.

. Undang-undang No.1 tahun 2000 ratifikasi ILO No. 182 tentang jenis-jenis pekerjaan
terburuk bagi anak.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala
bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi I[LO Nomor 138
Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3835);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182
Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3989);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);




lll. Perlindungan Tenaga Kerja dalam Aspek
UU 13/2003 Ketenagakerjaan

Pengertian dalam UU 13 tahun 2003 :

Tenaga Kerja : setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk untuk masyarakat.

Pekerja/Buruh : setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

Hubungan Kerja : hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/buruh berdasar perjanjian kerja yang memuat unsur
pekerjaan,upah dan perintah

Perjanjlan Kerja : perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja,
hak dan kewajiban para pihak.

Pelatihan Kerja : Keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, sikap, etos kerja pada tingkat
ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan atau pekerjaan.




ASPEK NORMATIF YANG DIATUR UNTUK
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (UU 13/2003)

. Hubungan Kerja(tertulis/lisan, kesepakatan dua belah pihak, ada
pekerjaan yang diperjanjikan,jangka waktu, tidak bertentangan dengan
norma hukum dan sosial)

. Khusus untuk pekerja anak (13-15™") untuk melakukan pekerjaan ringan
sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,
mental dan sosial (UU 1/2000 ttg konvensi ILO 182 tentang
penghapusan pekerjaan terburuk anak)

. Waktu kerja : 7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja dalam 1
minggu atau 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja dalam 1
minggu. Waktu lembur paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam/minggu.

. Waktu istirahat dan cuti ; 30 menit/4 jam kerja dan 1 hari/minggu. Cuti
12 hari kerja selama 12 bulan kerja terus menerus.

. Pengupahan ; sesuai Upah Kab/Kota dan Upah Lembur

. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

. Jaminan membentuk serikat pekerja/buruh

. Penyelesaian Perselisinan/PHK secara bipartite atau melalui Lembaga
Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial




lanjutan

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, majikan wajib untuk :
Menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya yg dpt timbul
dim melakukan pekerjaan
Menunjukkan dan menjelaskan alat pengamanan dan perlindungan
serta cara pemakaian peralatan khususnya peralatan elektronik
Menyediakan alat perlindungan diri dlm melakukan pekerjaan,
misal : sarung tangan, masker, tutup kepala, dll sesuai resiko
bahaya pekerjaan
Menunjukkan dan menjelaskan cara dan sikap yang aman dim
melaksanakan pekerjaannya
Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan badan, mental serta
kemampuan fisik sebelum melakukan pekerjaan
Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala/check-up




KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DAN
HAM YANG HARUS DIPEROLEH PRT

Kebutuhan Perlindungan yang Subtansial bagi
PRT vyang disepakati dalam Perjanjian Kerja
secara tertulis dengan Majikan, memuat :

>
>
>
>
>
>

>

Upah Kerja yang layak dan manusiawi

Jam Kerja yang jelas

Istirahat dan cuti

Jaminan sosial

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peningkatan ketrampilan sesual kualifikasi

jabatan

Perlindungan terhnadap kekerasan




Maksimal 25% dari upah dapat diberikan dalam bentuk
Iati)n kecuall minuman keras, obat2an atau bahan obat-
obatan

Pemberian makan per hari, tempat tidur, keperluan
seha;]ri-hari PRT bisa diperhitungkan sebagai komponen
Upa

Jam kerja 8 jam sehari selama 6 hari kerja, diluar jam
kerja tsb diperhitungkan jam kerja lembur

Mendapatkan hak istirahat mingguan

Mendapatkan cuti tahunan dan cuti melahirkan dengan
upah penuh

Mendapatkan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan
kematian bagi dirinya sendiri




Mendapatkan perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja tentang kondisi dan bahaya dim
pekerjaan, cara pemakalan alat-alat rumah
tangga/elektronik, memakai alat perlindungan diri
sepertt masker, sarung tangan, tutup kepala, dll,
apabila melakukan pekerjaan yg beresiko bahaya,
mengetahui cara dan sikap yg aman dim melakukan
pekerjaan

Peningkatan ketrampilan dan kompetensi kerja

dengan diikutkan pelatihan ketrampilan sesuali minat
dan kualifikasi jabatan

Perlindungan terhadap kekerasan fisik dan mental,
dengan diberikan kamar tidur pribadi, perlakuan yg
hmanudSI:aWi larangan keluar rumah sendiri pd malam
ari,




REKOMENDASI

Dibuat Perjanjian Kerja secara tertulis yang disepakati kedua
belah pihak antara majikan dan PRT yang memuat hak dan
kewajiban masing-masing

Perlunya ada upaya yang sistematis dan terpadu untuk
peningkatan ketrampilan dan kompetensi kerja PRT dengan
mengacu kompetensi TKI dengan berbagai profesi keahlian

Perlu pembahasan mendalam terhadap aspek-aspek normatif
PRT (jam kerja,upah dll) guna memenuhi aturan hubungan
Industrial (ketenagakerjaan)

Khusus untuk penghapusan pekerja anak, tetap mengacu pada
UU 1/2000 dan konvensi ILO 182 serta program Pengurangan
Pekerja Anak pada Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)
kerjasama dengan Diknas dan stakeholder lainnya.

Pengembangan dan pemerataan program-program perluasan
kerja terutama sektor produktif untuk mengurangi migrasi dan
pekerja anak ke kota







